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ABSTRAK

Judul : OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KOTA
JAMBI

Nama : Drs. Bahrul Ma’ani, M.Ag.
NIM :09.3.773-BR,

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok: Pertama,
Apa yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf belum optimal? Kedua,
Bagaimana problematika pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi?

Wakaf merupakan aset publik, yang menjadi harapan besar masyarakat
untuk dikelola dan dimanfaatakan secara optimal baik secara material maupun
spiritual. Selama ini ada 676 persil tanah wakaf di Kota Jambi dimanfaatkan
hanya untuk kepentingan spiritual, tanah-tanah kosong dan tanah disekitar
masjid/langgar, madrasah dan sosial belum dimanfaatkan untuk kepentingan
ekonmi sebagai mata pencaharian masyarakat. Karena itu tanah wakaf penting
untuk diteliti melalui penelitian kualitatif dengan mewawancarai berbagai elemen-
elemen masyarakat dan stakeholders yang berkaitan dengan perwakafan. Dan
analisis data, yaitu analisa yang mengarah kepada interpretasi penuh atas fakta-
fakta dan teks-teks tentang sosial keagamaan yang relevan dan tetap
memperhatikan normatif nas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif,
diskreptif dengan memakai teori progresif sebagai teori pokok yang
dikembangkan oleh Satjipto Raharjo, didukung oleh teori H. Islam tentang wakaf
yang bersumber dari al-Qur’an, al-Hadis, sahabat dan pemikir Islam kontemporer
serta Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peratuan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 untuk merekonstruksi pemanfaatan wakaf secara optimal. Karena
selama ini ia dimanfaatkan secara tradisional dan mempertahankan status quo
tanpa melihat peluang untuk bermitra dengan kalangan pengusaha dan swasta
lainnya agar aset wakaf menjadi icon dalam menunjang ekonomi masyarakat
khusunya Kota Jambi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tanah tidak berfungsi secara
optimal disebabkan oleh 4 faktor, Pertama, nazhir sebagai pengelola wakaf tidak
memiliki kompetensi akademis dan manajerial untuk mengembangkan aset wakaf,
akibatnya ia tidak dapat dimanfaatkan secara produktif. Kedua, berdasarkan
temuan di lapangan, stigmatisasi Syafi’i masih cukup dominan dalam masyarakat
untuk mempertahankan status gou yang berorientasi. Ketiga, nazhir, wakif dan
ahli waris tidak memiliki kompetensi akademik sehingga malas mengelola wakaf
terutama wakaf khairi, karena selama diangkat menjadi nazhir, ia tidak
memperoleh upah atau imbalan apapun. Ke-empat, mauquf ‘alaih (nazhir, KUA,
Kementerian Agama Kota dan Kementerian Agama Propinsi), kurang
berkoordinasi dalam pendataan tanah wakaf dan ada kecenderungan petugas
wakaf menghilangkan data, apabila data wakaf itu mengalami problem yang akut.
Akibatnya tahun 2010 ada 46 persil tanah wakaf yang dihilangkan oleh pihak
Kemenag Kota, di samping untuk menghindari permintaan Kemenag pusat untuk
menghilangkan beban kerja yang sulit terurai tanpa ujung, juga terjadi
penyimpangan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasaran Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari
1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< ba’ b Be
<« ta’ t Te
& sa’ S Es (dengan titik di atas)
z jim j Je
C ha’ h Ha (dengan titik dibawah)
¢ kha’ kh Ka dan ha
3 dal d De
3 zal z Zet (dengan titik di atas)
J ra’ r Er
J zai y Zet
o sin S Es
i syin sy Es dan Ye
ol sad S Es (dengan titik di
bawah)
ue dad d De (dengan titik di
bawah)
b ta’ t Te (dengan titik di
bawah)
5 za’ z Zet (dengan titik di
bawah)
g ‘ain ‘ koma terbalik di atas
4 gain g Ge
o fa’ f Ef
it qaf q Qi
d kaf Kk Ka
J lam I El
a mim m Em
o nun n En
3 wawu W We
o ha’ h Ha




s hamzah

3

Apostrof

$ ya’

y

Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

(rp Siaia ditulis Muta’agidin
3 ae ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
4 ditulis Hibbah
4 ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
Bila diikuti dengan kata sandang ‘“al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.

s Ll gVl da) <

ditulis

karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t.
| PR | ditulis | Zakatul fitri
D. Vokal Pendek
_ Kasrah ditulis i
. Fathah ditulis a
— dammah ditulis u




E. Vokal Panjang

fathah + alif ditulis a
idea ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
(P ditulis yas’a
kasrah + ya’ mati ditulis i
PURS ditulis karim
dammah-+wawu mati ditulis u
uag ditulis furud
F. Vokal Rangkap
fathah+ ya’ mati ditulis ai
piis ditulis bainakum
fathah+wawu mati ditulis au
Jé ditulis gaulun
G.Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan
Apostrof
aldl) ditulis a’antum
<) ditulis u’iddat
Al Sl ol ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti Huruf Qamariyah
O A ditulis al-Qur’an
o LAl ditulis al-Qiyas
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan  huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

& Lacad) ditulis as-Sama’
Caad) ditulis asy-Syams
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
o258l (5 93 ditulis zawi al-furud
ddud) Ja) ditulis ahl as-sunnah
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Ungkapan syukur yang tiada terhingga penulis haturkan atas segala
limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah swt, sehingga disertasi ini dapat
diselesaikan sesuai jadwal. Shalawat teriring salam tercurah kepada reformis sejati
yang berjuang menegakkan kebenaran dengan keikhlasan yang tinggi dan tanpa
pernah menyerah dan kenal lelah, semoga umatnya dapat mengikuti jejak
jejaknya.

Penelitian ini dapat dirampungkan tidak terlepas dari dukungan dari
berbagai kalangan. Kalau cermin cembung pantulannya selalu lebih kecil dari
bentuk aslinya, maka ungkapan kasih ini merupakan puncak dari gunung es kami.
Untuk itu Penulis ingin menyampaikan ucapakan terimaksih yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril,
semangat dan spirit serta materil selama menempuh pendidikan studi ini. Secara
khsusus, penulis menyampaikan ucapan terimaksih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama jajarannya, yang telah memberi

kesempatan menimba ilmu di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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dan dorongan semangat sehingga penulis terpacu untuk dapat menyelesaikan
studi ini.

3. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Promotor | yang telah
membimbing dan meluangkan waktu sejak konsultasi proposal, menjalani
penulisan, yang juga tetap membagi waktu, perhatian dan bimbingan untuk
mendapat hasil tulisan yang fokus, dan tentu saja menghasilkan karya
akademik yang memberi kontribusi dan layak publikasi, sampai rampungnya
disertasi ini. sungguh bimbingan dengan arahan yang mengesankan.

4. Bapak Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, MA.,Ph.D, selaku Promotor Il yang
sejak awal mengarahkan Penulis agar membaca literatur-literatur asing untuk
memperkaya khazanah disertasi yang sedang digarap, bahkan tidak segan-
segan menunjukkan buku-buku dan literatur lain yang relevan. Beliau juga
senantiasa terbuka dan bersedia menerima untuk konsultasi, kapan dan di
mana saja. Semoga kemudahan di setiap urusan beliau senantiasa hadir
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5. Rektor IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang telah memberikan
kesempatan untuk melanjutkan program Doktor di UIN Sunan Kkalijaga
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan tentang pemberdayaan harta benda wakaf secara
produktif dan profesional telah lama diwacanakan oleh masyarakat Islam di
Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Kota Jambi. Namun tidak banyak dari
kalangan ahli-ahli Islam dan praktisi baik di level nasional maupun lokal,
mengimplementasikan ide-ide itu dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Berbagai peraturan dan perundang-undangan pun telah dibuat dengan
harapan untuk merealisasikan wakaf produktif, namun sedikit sekali aturan itu
menjadi acuan untuk mewujudkan manfaat wakaf secara optimal. Seperti
peraturan yang diatur oleh Hukum Agraria Nasional yaitu, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan

Peraturan Perundang-undangan.’ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

! Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai yang dimaksud adalah
perlu diadakan peraturan tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak
milik atas tanah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memandang wakaf sebagai
pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki
kekuatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan
dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini yang menjadi
pertimbangan lahirnya Undang-undang Perwakafan adalah karena praktik wakaf belum
sepenuhnya berjalan tertib dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Akibatnya, sebagian
wakaf tanah berubah kepemilikan berpindah menjadi hak milik pribadi karena kelalaian nazhir
yang kurang memahami fungsi wakaf tanah yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan sesuai
dengan tujuannya untuk kesejahteraan umum. Selain itu sikap masyarakat pun kurang respons
terhadap pentingnya fungsi dan peruntukan tanah wakaf. Karena itu perwakafan ditertibkan
melalui regulasi pemerintah dan Undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka
pembangunan hukum nasional. Baca Departemen Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Jakarta: Depag RI, 2005), him. 42. Baca H. Juhaya S.
Praja dan H. Mukhlisin Muzarie, Pranata Ekonomi Islam Wakaf, cet. ke- | (Bandung: STAIC
PRESS, 2009), him. 137-138.



Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Perwakafan Tanah Milik, Peraturan
Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Perundang-undangan di
bawahnya,? yang dimuat dalam “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”
berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi
pedoman Hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia.® Undang-Undang RI
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-
2004 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-
2004 menetapkan arah kebijaksanaan pembangunan hukum antara lain
melakukan penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu
dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.*

Terakhir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur wakaf tidak bergerak dan
bergerak untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang hidupnya sederhana
tetapi ingin berbuat kebajikan. Dalam Undang-undang itu diatur wakaf
bergerak dan tidak bergerak, walaupun tidak sejalan dengan prinsip wakaf

yang menganut asas keabadian,” keadilan dan manfaat yang berhubungan

? Departemen Agama RI., Strategi Pengamanan Tanah Wakaf (Jakarta: Depag RI.,
2004), him. 38.

® Departemen Agama RI., Proses Lahirnya Undang-Undang ..., him. 55.

*1bid., him. 28.

> w Vsl Ve 518, SV 50w SV WY

... Agar tidak dijual, dihibahkan dan tidak diwariskan” atau “dilarang, tidak dijual dan
tidak dihibahkan. Lihat Imam Al-Bukhari, Sasih Bukhar7 (Beirut: Dar al-Sa’ab, t.t.), Il: 43. Lihat
juga Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat fi al-Wagf, cet. ke- 2 (Beirut: Dar al-Fikri Al-‘Arabiy
t.t.), him. 131. Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Jazi al-Kalibi, Al-Qawanin al-Fighiyyah (Dar al-
Kalb al-Timiyyah, 2006), him. 273.



dengan aspek masyarakat dan negara.® Regulasi itu pun dikuatkan dengan nas
yaitu, hadis tentang dialog Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M) dengan
Nabi,"tentang tanah yang paling disukai lalu ia mewakafkannya.

Namun tanah wakaf senantiasa membawa problem tersendiri, terutama
dalam pemanfaatan yang selalu tidak maksimal. Seperti, penggusuran tanah
perkuburan, masjid yang tergadai, dan penguasaan kembali lahan oleh ahli
waris, terutama tanah-tanah yang ada diperkotaan. Misalnya, dalam kasus
tertentu seperti “Masjid Teja Suar” terletak di jantung Kota Jalan Tupare
Cirebon, ahli warisnya ingin menjual masjid tersebut seharga 15 miliar untuk
kepentingan pribadi. Walaupun masjid tersebut batal dijual karena aksi
solidaritas IPNU yang berjuang untuk mengumpulkan koin. Namun apa yang

dituturkan oleh Kosasih Nata Wijaya, Ketua Muhammadiyah Kota Cirebon

® Praktik perwakafan di Indonesia sebelum pemerintah menentukan Politik Hukum
Agraria Nasional sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 khususnya perwakafan tanah, ia didasarkan
pada pemikiran dan persepsi ahli fikih yang sangat beragam (multi tafsir) terhadap lembaga dan
objek wakaf. Keadaan yang demikian sudah barang tentu sangat tidak menguntungkan terhadap
eksistensi lembaga wakaf itu sendiri sebagai lembaga keagamaan. Namun setidaknya, perwakafan
telah memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemeliharaan keselamatan spiritualitas manusia.
Baca Taufig Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional (Jakarta: PT.
Tatanusa, 2003), him. 95. Lihat juga Q.S. Al-Maidah [5]: 32. J. Suyuti Pulungan, Prinsip-prinsip
Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1994), him. 160.

" Al-Qur’an tidak spesifik menerangkan tentang wakaf, namun ayat-ayat yang dipandang
berkaitan, Q.S. Ali-Imran [3]:92, Q.S. Al-Bagarah [2]: 267 dan 261, Q.S. Al-Hajj [22]: 77, Q.S.
Al-Maidah [5]: 2. Sementara dalam hadis dari Ibnu Umar tentang wakaf tanah yang disukai Umar
bin Khattab di Khaibar lalu diwakafkan:

(e Gie) |l cdaaiy hal  Cuas @il o, Lihat  Imam Muslim, Al-Jami’ al-Sahih,
(Beirut: Dar al-Fikri, t.t.), V: 74. Lihat 1bnu Hajar al-Asqalani, Bulugul Maram (Mesir: Mustafa
al-Babi al-Halabi, 1378 H), hIm.197. Lihat juga Departemen Agama RI, Figih Wakaf, cet. ke-2
(Jakarta: Depag RI., 2007), him. 13. Baca Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf,
terj. Ahrul Sani Faturrahman, cet-ke 1 (Jakarta: Dompet Duafa Republika, 2004), him. 90. Baca
Quraish Shihab, dkk., Filsafat Hukum Islam, cet. ke-3 (Jakarta: Depag RI., 2004), him. 236.



menjadi warning bagi nazhir dan stakeholders bahwa tanah wakaf tetap
menjadi ancaman dari ahli waris dan oknum mafia di masa yang akan datang.®

Berdasarkan konteks itu, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 67
memberikan sanksi tegas bagi oknum yang menyalahgunakan tanah wakaf.’
Tetapi ironisnya tidak ada kasus sengketa wakaf masuk ke Pengadilan
Agama,’? padahal ada beberapa persoalan yang memerlukan penanganan serius
dari lembaga tersebut.

Jadi kasus itu terjadi pada tanah wakaf jenis khairi, sementara jenis
tanah wakaf ah/i dimanfaatkan untuk pondok pesantren secara kelembagaan
dan digunakan secara optimal. Dikatakan wakaf ahli, karena aset wakafnya
dikelola oleh keluarga secara turun temurun, dan wakaf khairi yaitu wakaf
umum tanpa dikuasai oleh seseorang, kelompok orang dan golongan tertentu.
Pada umumnya wakaf ahli di lembaga pendidikan, seperti Pondok Pesantren

dan tempat-tempat ibadah.

® Lilis Handayani, “Masjid Teja Suar Batal Dijual”, dalam Republika, Kamis 28
November 2013/24 Muharram 1435, him. 22.

° pasal 67 (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjamin, menghibahkan, menjual,
mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah
diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf
yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah). (2) Setiap orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (3)
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atau hasil pengelolaan
dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 67.

19 Observasi, tanggal 4 Oktober 2013 M/29 Zulhijjah. 1434 H.



Tabel:
No. | Lembaga pendidikan Jumlah Tanah Capaian Omseat
Wakaf
1 | Pondok pesantren 14 ruko dan
Nurul Iman 24 Bedeng
2 | Pondok Pesantren Al-
Jauharen
3 | Pondok Pesantren
Sa’adatuddaren
4 | Pondok Peantren An-
Nur

Nurul Iman. Lembaga ini memiliki 14 unit ruko (rumah toko) yang
berasal dari aset wakaf, dan 24 unit rumah bedeng yang dikontrakkan. Total
penghasilan pertahun 170 juta rupiah,"* kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk
kesejahteraan guru, santri berprestasi dan santunan para fakir miskin. Kedua,
seluas 50 hektar tanah wakaf Pondok Pesantren Al-Jauharen Jambi, yang
teradiri dari 16 hektar dialokasikan untuk perkebunan sawit dan 34 hektar
digunakan untuk pertanian, peternakan bebek, sapi, dan kebun sayur-sayuran.*?
dapat dikelola dalam usaha produktif, yaitu usaha pertanian dan perkebunan.™

Selain itu, lembaga ini juga mengelola depot air al-Jauharen.'* Ketiga, tanah

1 1a memiliki omset yaitu, 14 unit rumah toko (ruko) setiap satu unit dikontrakkan Rp.
7000.000 pertahun. Sebenarnya ada 29 bedeng, tetapi 5 bedeng diambil oleh Yahya Buhaiti untuk
kepentingan pribadi. Sekarang aset itu tinggal 24 bedeng, satu bedeng dikontrakkan Rp.3000.000
pertahun. Jadi total penghasilan Rp. 170.000.000 pertahun. Wawancara dengan H. Fahruddin Razi,
Penasehat Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman, dilakukan di ruangan kerja Rektor Universitas
Batanghari, pukul 9 siang tanggal 14 Maret 2013 M/ 2 Jumadilula 1434 H.

12 Wawancara dengan Syah Al-Bani, Guru dan Pengelola Aset wakaf Pondok Pesantren
Al-Jauharen, dilakukan di Ruangan Guru Pondok Pesantren Al-Jauharen Kota Jambi pukul 3
tanggal 18 Maret 2013 M/ 6 Jumadilula 1434 H.

13 Wawancara dengan K. H. Sirajuddin bin Muhammad, Mudir Pondok Pesantren Al-
Jauharen Kota Jambi, dilakukan dirungan Mudir, pukul 1 tanggal 18 Maret 2013 M/ 6 Jumadilula
1434 H.

4 Wawancara dengan Syihabuddin al-Hudhori, Guru dan Sekretaris Pondok Pesantren
Al-Jauharen, dilakukan pada tanggal 18 Maret 2013 M/6 Jumadilula 1434 H, pukul 2 di Ruangan
Guru Pondok Pesantren Al-Jauharen Kota Jambi.



wakaf Pondok Pesantren Sa’adatuddaren.™ Lembaga ini memiliki tanah wakaf
yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis, seperti “Rumah Makan
Nantongga”, menjual kembang dan tanaman hias, usaha gedung olahraga
footsal yang dikontrakkan, jasa pencucian motor dan mobil. Kyai'® sebagai
mudir pondok pesantren telah mencanangkan pendirian Rumah Sakit Islam dan
sPBU.Y

Keempat, tanah wakaf Pondok Pesantren An-Nur Tangkit seluas 5 Ha.
yang sudah berakta ikrar wakaf dan bersertifikat, telah diamanahkan oleh
masyarakat sejak tahun 1997 untuk dikelola sebagai sarana pendidikan dan
sosial ekonomi. Tanah wakaf tersebut, selain didirikan sebuah toko yang
menjual bahan bangunan, juga memliki lahan pertanian yang ditanami jagung
dan sayur-sayuran, perikanan yang terdiri dari 4 kolam ikan yaitu ikan lele dan
ikan patin, serta peternakan sapi yang makanannya diambil dari daun-daun
jagung.’* Hasil dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan untuk biaya
operasional, biaya pendidikan pondok pesantren dan sebagian lainnya untuk

pengembangan.®

15 Wawancara dengan H. Zayadi, Pimpinan Pondok Pesantren Sa’adatuddaren, dilakukan
pada tanggal 23 Maret 2013 M/11 Rabiulakhir 1434 H, pukul 10.30 di Ruangan Kemenag Kota
Jambi.

18 Memang benar bahwa kyai yang memegang pucuk pimpinan di Pondok Pesantren ini
masih satu keturunan, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa penunjukan mereka sebagai pimpinan
di pondok pesantren ini bukan hanya disebabkan mereka adalah keturunan pendiri pondok, tapi
memang mereka adalah orang-orang yang layak untuk menjadi pimpinan karena kedalaman ilmu
agama mereka, selain itu mereka juga memiliki kharisma di masyarakat, sehingga merekalah yang
pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di pesantren”. Wawancara dengan Tarmizi,
Guru dan Sekretaris Pondok Pesantren Nurul Iman, dilakukan pada tanggal 7 Maret 2013 M/ 24
Rabiulakhir 1434 H, pukul 4 di Rumahnya Olak Kemang Kota Jambi.

17 Wawancara dengan Zainul Hayat, Sekretaris Pondok Pesantren Sa’adatuddaren,
dilakukan pada tanggal 11 Maret 2013 M/ 28 Rabiulakhir 1434 H, pukul 11.30 di Ruangan Guru
Pondok Pesantren Sa’adatuddaren Kota Jambi.

18 Observasi ke Pondok Pesantren An-Nur Tangkit, tanggal 19 Maret 2013 M/7 Jumadilila
1434 H.

19 Wawancara dengan H. Marwazi, Mudir Pondok Pesantren An-Nur Tangkit, dilakukan
pada tanggal 19 Maret 2013 M/ 7 Jumadilula 1434 H, pukul 2.30 di Perumahan Guru Pondok



Jadi optimalnya pemanfaatan wakaf ahli pondok pesantren tersebut,
karena pimpinannya adalah seorang kyai yang memiliki kedalaman ilmu
keislaman, karismatik, wibawa, dan di-back up oleh pengusaha,® sementara
wakaf khairi bergerak dalam sitem individual tanpa ada usaha dan target-target
yang harus dicapai.

Namun wakaf ahli di negara Mesir berbeda dengan wakaf ahl7 di
Jambi. Di Mesir, pada masa Raja Barquq dari dinasti Abbasiyah (abad ke-8),
menghapus praktik wakaf ahli atau wakaf keluarga, karena kurang simpatik,
sehingga wakaf ini diubah dalam bentuk wakaf sementara. Bahkan pada tahun
1952 dikelurkan sebuah peraturan baru yang mengatur tentang tidak
diperbolehkannya wakaf keluarga karena tidak memiliki rasa keadilan dan
cenderung memonopoli harta wakaf.?* Namun setelah kurang menguntungkan
kehidupan ekonomi masyarakat ketika itu, muncullah gerakan yang pro wakaf
keluarga, yang kemudian dibentuk panitia Ad-Hoc untuk perwakafan dan

Majelis Agama di Parlemen untuk mengajukan rancangan undang-undang

Pesantren An-Nur Kota Jambi. Baca juga Departemen Agama RI., Profil Nazhir (Jakarta: Depag
RI, 2008), him. 15-16.

%0 Berkembangnya tanah wakaf beberapa pondok pesantren di Kota Jambi tidak terlepas
dari tenaga profesional yang mem-back up dibelakangnya. Misalnya, (1) Pondok Pesantren Al-
Jauharen; disupport oleh Marzuki Usman, seorang pengusaha dan mantan Menko Kesra di era
Gusdur merangkap Ketua ISEI (lkatan Sarjana Ekonomi Indonesia). (2) Pondok Pesantren
Sa’adatuddaren didukung oleh H. Zayadi, seorang pengusaha merangkap sebagai nazhir; (3)
Pondok Pesantren Nurul Iman didukung oleh H. Fahruddin Razi, seorang aktivis, mantan Ketua
HMI, KNPI dan hingga saat ini masih aktif sebagai Rektor Unbari (Universitas Batanghari)
sekaligus nazhir.; (4) Pondok Pesantren An-Nur Tangkit dipimpin oleh H. Marwazi, yang
berpendidikan S3 telah berkecimpung di dunia bisnis. Dan Pondok Pesantren As’ad dipimpin oleh
K. H. M. Najmi bin K. H. A. Qadir berlatar belakang pendidikan ekonomi yang memiliki banyak
ruko sekaligus nazhir. Observasi, tanggal. 15 April 2013 M/ 3 Jumadilula 1434 H.

21 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah
Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, cet. ke-2 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005),
him. 33.



wakaf keluarga kepada Kementerian Wakaf (1926-1927 M) agar disahkan
menjadi Undang-undang.?

Demikian juga dukungan moral agama sebagaimana yang diungkapkan
oleh Uswatun Hasanah bahwa motivasi agama cukup berpengaruh dalam
pembentukan tata kehidupan dan tata tingkah laku mereka, dan agama
dijadikan salah satu acuan bagi program pembangunan nasional dan daerah,
karena Islam salah satu agama yang berkembang di Indonesia, serta merupakan
agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.?®

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan
masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila:
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif
terhadap politik, ekonomi dan budaya penduduk muslim. Apalagi wakaf dapat
didukung oleh budaya melayu yang menurut Deliar Noer identik dengan
Islam,** yang menjunjung adat-istiadat melalui asas musyawarah dan

mufakat.”® Berdasarkan jumlah hasil projeksi penduduk Kota Jambi tahun

% 1bid.

28 Uswatun Hasanah, “Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Umat” dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan (Jakarta: Depag RI., 2004), him. 117.

2 Deliar Noer menjelaskan dalam Toward a Non-Western Approach to The study of
Malay/Indonesian Society, bahwa “Malay” is used here in the widest sense and also cover
Indonesia, including those of Java. But this word “Malay” is also defined in a religious context: a
Malay is a Muslim: (to become a Malay) means is this country as well as in certain parts of
Indonesia to become a Muslim. Baca Deliar Noer, Toward a Non-Western Approach to The study
of Malay/Indonesian Society, A Supplement to Indonesia’s Cresent No. 4/1992 (Jakarta: The
Risalah Foundation/The Islamic Academic, 1992), I: 5.

2 S gl oy ) o) ) e JS 58 e 156 Y 8 5li s Dan bermusyawaralah dalam
segala urusan, apabila telah berusaha maka bertawakalah (berserah dirilah) kepada Allah
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal. Q.S. Ali-Imran [3]: 159.


http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya

2013, ada 557. 215 jiwa penduduk Kota Jambi, maka 67 % adalah penduuduk
melayu, dan 33 % adalah pendatang.?®

Jika demikian, secara umum tanah wakaf seharusnya dapat
dimanfaatkan secara optimal, karena didukung oleh solidaritas keagamaan.
Tetapi budaya pesantren dengan tradisi keilmuan dan etos kerjanya yang
tinggi, justeru tanah wakaf lembaga ini dapat berfungsi secara optimal baik di
bidang agama maupun ekonomi.?’ Sebaliknya nazhir wakaf k#hairi, Sebagai
pengelola tidak qualify dan tidak memiliki skill, karena kemampuan
akademiknya sangat rendah sehingga malas mengelolanya, akibatnya manfaat
tanah wakaf pun tidak optimal termasuk pensertifikatan.?®

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, requirement nazhir
tidak qualify secara akademis; kedua, stigmatisasi Syafi’i bahwa harta benda
wakaf tidak boleh dilakukan perubahan apapun masih melekat dibenak
masyarakat.?® Ketiga, nazhir malas mengelola wakaf karena tidak memperoleh

imbalan materi; keempat, Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004

%6 ihat Jumlah hasil Projeksi Data Penduduk di Kantor BPS Kota Jambi tahun 2013.

2T \Wawancara dengan Tarmizi Sibawaihi, Dosen IAIN STS dan Sekretaris Majelis Ulama
(MUI) Jambi, dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2013 M/26 Zulhijjah 1434 H, pukul 11 di
Ruangan Dosen Fak. Syariah IAIN STS Jambi.

® Hj. Nurhasanah, Staf Peny. Zakat dan Perwakafan (Zawa), menjelaskan bahwa
lambannya kepengurusan sertifikat tanah wakaf disebabkan dari sikap sebagian ahli waris yang
sengaja menghalangi nazhir untuk mengurus sertifikatnya dengan tujuan ingin menguasainya.
Selain itu, sertifikat asli tanah wakaf yang diurus oleh Kemenag harus tinggal di Kantor Kemenag,
sementara yang boleh diambil hanya photo copynya. Menurut M. Ruslan, Pegawai BPN Kota
Jambi, juga menjelaskan bahwa biaya sertifikat Rp. 600.000 dari Kemenag Kota Jambi pun dinilai
sangat murah yang mengakibatkan lambannya pensertifikatan tanah wakaf di Kota Jambi.
Wawancara dengan Hj. Nurhasanah Staf Peny. Zakat dan Perwakafan (Zawa) Kemenag Kota
Jambi, dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013 M/ 19 Shafar 1434 H, pukul 11 di Ruangan Staf
Zawa Kemenag Kota Jambi. Wawancara dengan M. Ruslan, Pegawai BPN Kota Jambi, dilakukan
pada tanggal 1 Maret 2013 M/ 18 Rabiulakhir 1434 H, pukul 2 di Ruangan Masjid Al-Muhajirin
Kel. Kenali Besar Kota Jambi.

9 Wawancara dengan K. H. M. Najmi Qadir, Mudir Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi,
dilakukan pada tanggal 5 Maret 2013 M/22 Rabiulakhir 1434 H, pukul 10 di Ruangan Guru
Pondok Pesantren As’ad Kel. Olak Kemang Kota Jambi.
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dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sejak disahkannya belum
tersosialisasi;*® kelima, pemerintah -KUA- tidak melakukan re-evaluasi
terhadap kinerja nazhir terutama yang berkaitan dengan administrasi;®
keenam, Nazhir sebagai pengelola wakaf terfokus kepada kehendak wakif
yang tertera pada AIW (Akta lkrar Wakaf) untuk pembangunan sarana ibadah,
pendidikan, TPU dan sosial;* ketujuh, prilaku dari petugas Kemenag yang
sengaja membuang tanah wakaf karena persoalannya akut dan sulit diurai,
sementara Kemenag pusat selalu menuntut penuntasan.*®

Sebenarnya problem tersebut dapat teratasi, jika Undang-undang yang
baru itu dapat diimplementasikan sehingga hasil dari aset wakaf dapat
diperoleh secara optimal. Karena itu pada tanggal 27 Oktober 2004, Presiden
mensahkan Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.** Kemudian untuk mem-follow up regulasi

itu, pada tanggal 8 Januari 2010 Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama

% \Wawancara dengan Rusnelly, Sekretaris Lurah Kel. Kenali Besar, dilakukan pada
tanggal 4 Februari 2013 M/23 Rabiulawal 1434 H, pukul 10 di Ruangan Kantor Sekretaris Lurah
Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi.

%1 \Wawancara dengan Hj. Fauriah, Kabid Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf
Kemenag Provinsi Jambi, dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013 M/ 19 Shafar 1434 H, pukul 3
di Ruangan Kantor Zawa Kemenag Provinsi Jambi.

%\Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi
dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf
secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada
orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat
menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan
wakaf. Baca Munzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, terj. H. Muhyiddin Mas Rida, cet. ke-1
(Jakarta: Khalifa, 2005), him. 23.

¥ Wawancara dengan M. Yunus, Ka. Peny. Zakat dan Wakaf Kementerian Agama
Kota Jambi, dilakukan pada tanggal 7 Februari 2013 M/26 Rabiulakhir 1434 H, pukul 1 di
Ruangan Kantor Kemenag Kota Jambi.

¥ Wahiduddin Adams, “Kedudukan dan Sumbangan Hukum Islam dalam Pembangunan
Hukum Nasional”, Paper dipresentasikan dalam acara Seminar Internasional Islam dan
Pengembangan Hukum dan Ekonomi Global Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, tanggal 29
November 2010, him. 8. Baca juga Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era
Wakaf..., him. 89.
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dengan Hj. Ani Bambang Yudhoyono di Istana Negara atas nama pemerintah,
meluncurkan gerakan wakaf uang secara nasional dengan menyerahkan uang
sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada lima Bank Syariah yang
ditunjuk oleh Menteri Agama sesuai peraturan dan perundang-undangan selaku
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Kemudian
Presiden menunjuk Badan Wakaf Indonesia untuk menjadi nazhir (pengelola)
uang wakaf tersebut. Hasil pengeluaran uang wakaf itu diperuntukkan bagi
pembangunan keagamaan dan pendidikan.®

Sebenarnya filosofi dari penyerahan uang oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono bersama dengan Hj. Ani Bambang Yudhoyono
merupakan isyarat bahwa wakaf uang atau tanah yang diuangkan adalah bagian
dari wakaf produktif. Sementara sistem adiministrasi dilakukan di LKS-PWU
adalah manfaat wakaf tidak lagi dilakukan dengan sistem konpensional,
melainkan dengan IT.

Oleh karena itu sangat urgen mengadopsi pemahaman Imam Ahmad
dan Imam Hanafi yang disinyalir lebih moderat dalam hal perwakafan yang
membolehkan perubahan dan pengalihfungsian tanah wakaf untuk tujuan
ecomic resources, dan Implikasi dari moderat dapat menghindarkan diri dari
sifat mubazir.*® Islam melarang sifat mubazir, namun lebih memerintahkan
untuk berlomba berbuat kebaikan dan maslahah.*’

Hal itu sesuai dengan tindakan Umar bin Khattab yang melakukan

perubahan atas tanah wakaf dengan mengganti masjid Kufah yang lama dengan

¥ Wahiduddin Adams, Kedudukan dan Sumbangan Hukum Islam ..., him. 8.
% Lihat Q.S. Al-Isra’ [17]: 27.
¥ Lihat Q.S. Al-Bagarah [2]: 148.
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yang baru dan tempat lama dijadikan pasar.®® Perubahan tersebut adalah bentuk
alih fungsi dan sebagai isyarat bahwa harta benda wakaf dapat dikelola secara
produktif. Senada dengan itu, Rahmat Jatnika seperti dikutip dalam
“perwakafan tanah” menjelaskan bahwa wakaf memiliki potensi yang
berkaitan erat dengan persoalan kemasyarakatan dan individu secara
keseluruhan yang mempunyai dimensi palymorphe secara interdisipliner dan
multidisipliner menyangkut masalah sosial ekonomi, kemasyarakatan,
administrasi*® dan politik.*

Pada tulisan ini, penulis tertarik meneliti dan mengkaji tanah wakaf
agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai fokus
utama penelitian ini mengambil topik “optimalisasi Pemanfaatan Tanah wakaf
di Kota Jambi” yang terkait dengan tidak optimalnya pendayagunaan tanah
wakaf dan problematika serta implementasi Undang-undang kepada kedua

jenis wakaf, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi di Kota Jambi.

. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus kajian
dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf belum optimal?

38 i
Ibid.
% Kelengkapan administrasi dan sertifikat adalah untuk melindungi wakaf tanah secara

hukum. Jadi pemerintah dan ahli hukum memberikan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang
menemui masalah hukum karena terjadi sengketa. Demikian pula nazhir wakaf dan masyarakat
aktif dan terlibat langsung dalam pengelolaannya. Lihat Departemen Agama RI., Strategi
Pengamanan ..., him. 67.

“ Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah..., him. 2.
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2. Bagaimana pemahaman Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf
oleh Nazhir dan Wakif ?

3. Bagaimana problematika pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mencari sinkronisasi
penyebab pemanfaatan tanah wakaf belum optimal sebagaimana yang
diamanahkan oleh Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kedua, untuk mengkaji
pemahaman Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh Nazhir
dan Wakif. Ketiga, untuk mengetahui problematika pemanfaatan tanah
wakaf di Kota Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi dua kegunaan
sekaligus, yaitu: pertama, kegunaan ilmiah-akademis, yaitu penelitian yang
berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum secara umum.
Secara khusus kajian wakaf mengembangkan keilmuan fikih al-mal di
Perguruan Tinggi Islam terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Selain
itu, tujuan ilmiah-akademis ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemacu
lahirnya dialog akademis yang lebih terbuka dan berwawasan, sehingga
dapat melahirkan sejumlah sintesis pemikiran baru yang lebih bermakna dan

sesuai dengan tuntutan zaman. Kedua, aspek kemasyarakatan yang mana
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penelitian ini mengangkat tentang wakaf berkaitan dengan tanah sebagai
wahana bagi masyarakat dan menjadi mata pencaharian untuk memenuhi
kebutuhannya sehari-hari, terutama dalam usaha membangun dan memberi
wawasan pada asas manfaat secara optimal. Secara khusus, penelitian ini
berguna bagi penulis sebagai ajang untuk mengasah dan memperkaya
khazanah llmu Pengetahuan.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan llmu agama Islam
pada umumnya terkait dengan harta benda wakaf yang dirinci menjadi harta
benda wakaf bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah yang diwakafkan
oleh wakif untuk menyejahterakan masyarakat lahir dan batin. Penelitian ini
juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi pemerintah
untuk meningkatkan pengelolaan tanah wakaf di Kota Jambi secara

produktif.

D. Kajian Pustaka
Penelitian dan pembahasan tentang tanah wakaf telah banyak dilakukan
para sarjana dan intelektual muslim yang memandang dari berbagai perspektif
dan pendekatan untuk mencapai magasid al-syariah. Kajian ini pada satu sisi
menelisik tentang wakaf khairi yang pemanfaatannya tidak optimal dan disisi
lain mengkaji wakaf ahli yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian

juga diambil data lain seperti tanah wakaf Pondok Modern Gontor di Jawa
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Timur* baik data dalam teks book yang ditulis H. Juhaya S. Praja dalam
“Pranata Ekonomi Islam Wakaf”, maupun wawancara kepada Mudir dan guru-
guru Pondok Modern Gontor ke-12 cabang Jambi dan hasil observasi di
beberapa pondok pesantren Kota Jambi.

Tanah wakaf lembaga Pondok Modern Gontor dengan beberapa
pondok pesantren di Jambi memiliki tipologi seperti berikut ini: pertama,
tanah wakaf Pondok Modern Gontor berasal dari usaha bersama melalui
sumbangan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Sementara tanah wakaf
pondok pesantren di Jambi bersumber dari usaha keluarga secara temurun
yang kemudian disebut dengan wakaf aA/i Persamaannya, keduanya
mengelola benda wakaf untuk tujuan produktif. Kedua, aset tanah wakaf
Pondok Modern Gontor dinamis dan mengembangkan cabang di tempat lain,
seperti Pondok Modern Gontor ke-12 di Muara Sabak Jambi. Sementara
pesantren di Jambi tidak memiliki cabang di tempat lain. Namun sama-sama
bergerak dalam pendidikan dan sosial ekonomi. Ketiga, Pondok Modern
Gontor menerapkan manajemen demokratik dan aspiratif tetapi aplikasinya

tetap bertumpu di tangan kyai. Sementara pondok pesantren di Jambi

“Berdasarkan penjelasan Abdul Gofar seperti dikutip dalam “Kumpulan Seminar
Perwakafan” bahwa di Jawa Timur antara tahun 1500-1600, telah berlangsung perwakafan.
Berdasarkan daftar yang terdapat di Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Timur dan Kantor Urusan
Agama, selama abad XVI terdapat enam buah wakaf dengan luas 20.615 m?. Pada pertengahan
kedua abad XVIII terdapat 61 wakaf dengan luas 94.071 m2 (perwakafan), yang terdiri dari 57
wakaf tanah kering dan 4 (empat) buah wakaf sawah. Pada waktu ini baru pertama kali terdapat
wakaf sawah 9.850 m? untuk memelihara kuburan di Kab. Probolinggo. Kemudian wakaf tanah
meluas ke daerah-daerah Pasuruan. Kediri dan Madium. Pada abad XIX tercatat pada Kantor
wlayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur 303 lokasi tanah wakaf milik. Jumlah tersebut
pada pertengahan pertama abad XIX tercatat 79 buah wakaf sawah. Pada pertengahan kedua abad
tersebut, tercatat 224 buah wakaf terdiri dari 219 buah wakaf tanah kering dan 5 (lima) buah wakaf
sawah. Baca Abdul Gofar, “Keberadaan Undang-Undang Wakaf di dalam Perspektif Tata Hukum
Nasional” dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan (Jakarta: Depag RI., 2004), him. 44.
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menerapkan manajemen kolektif koligial yaitu, ahli waris kyai lebih dominan;
Keempat, Pondok Modern Gontor menerapkan “wakaf diri” yaitu ada
kewajiban alumni mengabdikan diri, yang sebelumnya tidak dikenal dalam
literatur fikih.

Sementara pondok pesantren di Jambi tidak menerapkan wakaf diri,
karena kyai dan guru sudah cukup memadai untuk mengajar dan
mengembangkan pondok pesantren yang didominasi oleh keluarga atau disebut
wakaf ahAli. Kelima, sistem keuangan Pondok Modern Gontor bersifat
sentralistik yang terpusat pada kyai. Sementara sistem pengelolaan keuangan
pondok pesantren di Jambi bersifat yayasan dengan tidak bertumpu kepada
kyai. Sementara persamaannya, Sama-sama berjibaku memperjuangkan
eksistensi pondok pesantren, kesejahteraan guru dan santri.

Jadi kriteria wakaf produktif versi Kementerian Agama dan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 telah terwakili pada Pondok Modern Gontor sebagai wakaf produktif
atau semi profesional sebagaimana juga beberapa pondok pesantren di Jambi
dikategorikan wakaf produktif semi profesional. Sementara yang disebut
profesional, apabila telah menerapkan wakaf tunai, wakaf investasi, sirkulasi
uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan mitra usaha sebagali
kriteria wakaf profesional.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa karya ilmiah yang membahas
tentang wakaf. Karya tulis Uswatun Hasanah, Peranan Wakaf dalam

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta
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Selatan) mengkaji tentang bagaimana wakaf menjadi sumber utama dalam
menyejahterakan masyarakat. Karya ini juga menyoroti penerapan Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah di wilayah Jakarta
Selatan, fungsi nazhir wakaf di Jakarta Selatan, pemanfaatan tanah wakaf di
Jakarta Selatan dan tanah wakaf organisasi Muhammadiyah yang memiliki
banyak aset wakaf tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua kegiatan amal
usaha Muhammadiyah yaitu, masjid/musala tersebut berlangsung di gedung
yang dibangun di atas tanah wakaf maupun tanah non wakaf sebagai
manifestasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Tetapi
kelemahan pada peraturan itu sanksi hukum yang ringan bagi oknum yang
mengkriminalisasi harta benda wakaf. Sementara Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 67 sanksi
berat bagi pelaku kriminalisasi wakaf.

Karya tulis Siti Nuryanti, Peranan Wakaf dalam Pendidikan Islam
Masa Abbasiyah mengkaji tentang dana dari wakaf yang dikembangkan,
mampu membangun gedung-gedung pendidikan, seperti madrasah Nizamiyah
pada masa Nizam al-Muluk (w. 485 H/1092 M). Madrasah Nizamiyah
Baghdad yang dibangun dari dana wakaf untuk kepentingan para pengikut
Syafi’i, baik gurunya sendiri maupun manfaat dari wakafnya. Demikian juga
tanah wakaf pondok pesantren di Kota Jambi, selain tanah yang ditempati oleh
pondok pesantren juga ada tanah wakaf lain dinilai produktif yang bergerak di

sektor ekonomi dan bisnis.
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Karya tulis Musthafa, Sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di
Indonesia: Studi Analitis UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengkaji
tentang jenis harta benda bergerak dan tidak bergerak, walaupun sebelumnya
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya mengatur tanah
hak milik. Sementara disertasi ini, penulis mengkaji pemanfaatan tanah wakaf
di Kota Jambi yang terkait wakaf khairi dan wakaf ahl7 dengan ciri khas dan
keunikan tersendiri, baik yang bersifat statis maupun produktif.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf mengkaji
tentang hukum-hukum wakaf di kalangan empat Imam mazhab terutama dari
syarat rukun, sighat, wakif, nazhir dan harta benda wakaf. Tetapi kajian ini
terkesan bercorak kepada kajian fikih Timur Tengah yang banyak mengutip
pendapat para ulama tetapi kurang memperlihatkan pendapatnya yang baru,
mempertahankannya serta membandingkannya dengan yang lain.

Ahmad Jazuli dalam Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat
dalam Rambu-rambu Syariah menjelaskan bahwa bentuk perwakafan di Jawa
Barat yang mana harta pada umumnya meliputi, tanah wakaf yang terdiri dari
sawah dan tanah darat dijadikan perkebunan, tegalan, kuburan, juga kolam-
kolam. Wakaf berupa bangunan pada umumnya untuk ibadah, seperti masjid,
pendidikan seperti pesantren, dan untuk kemanusiaan seperti rumah-rumah
yatim piatu. Wakaf yang berupa alat-alat seperti petromaks, pengeras suara,
tikar, kursi dan sebagainya.*’ Selanjutnya ia mengatakan bahwa wakaf di Jawa

Barat, pihak ahli waris kadangkala menjadi kendala dan memunculkan kasus

2 Ahmad Jazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syari’ah, cet. ke-3 (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2003), him. 244.
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gugatan atas penjualan benda wakaf, pemanfaatan wakaf oleh nazhir.*® Selain
itu, terjadinya gugatan ahli waris karena tidak adanya pembuktian yang kuat,
karena wakaf pada umumnya diikrarkan dengan cara lisan tanpa ada bukti
tertulis. Penyelewengan juga dapat disebabkan oleh wakif yang tidak jelas
ikrarnya, kepada siapa dan untuk apa wakaf itu, sehingga ahli waris yang
ekonominya lemah tidak mengakui status wakaf, lantas disalahgunakan dan
ditempatinya pada hal ia tidak berhak lagi terhadap objek itu.**

Karena itu dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 dan pasal 215 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam serta literatur
fikih dijelaskan bahwa peruntukan wakaf untuk “selama-lamanya”, guna
menghindari wakif atau ahli waris menarik kembali tanah wakafnya.
Sementara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 dalam pasal 1 boleh “wakaf sementara”.*> Walaupun
demikian Undang-Undang tersebut seharusnya tetap konsistensi mem-back up
eksistensi tanah wakaf baik tanah wakaf yang tidak bergerak, maupun
bergerak, seperti tanah, gedung, kebun, sawah, atau uang, hak intelektual dan
semacamnya.

Tulisan ini berjudul “Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota
Jambi” lokasi penelitiannya mengambil tempat di Kota Jambi, disebabkan oleh

beberapa hal:

* Ibid.
“ Ibid.
** Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1.
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1. Kehidupan Kota Jambi berbeda dengan kehidupan di desa dan wilayah
lainnya, karena wilayah itu ada kasus yang unik, seperti hilangnya 46 persil
tanah wakaf.

2. Kota Jambi sebagai tujuan utama pendatang dari desa ke kota (urbanisasi)
atau dari tempat lain, dengan demikian tanah wakaf menjadi sasaran
pemukiman bagi mereka.

3. Kota Jambi terdapat beberapa tanah wakaf pondok pesantren cukup
produktif, antara lain Pondok Pesantren Sa’adatuddaren, Nurul Iman, Al-
Jauharen dan An-Nur Tangkit. Tetapi selain itu, ada tanah wakaf yang tidak
produktif dan tidak berkembang, hanya bangunan pisik yang sifatnya
spiritual. Seperti masjid/langgar, sosial dan TPU.

4. Kota Jambi sangat memudahkan penulis untuk melakukan mobilisasi
penelitian terutama dalam pengumpulan data yang terkait dengan data fisik
dan dokumentasi serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 untuk mewujudkan wakaf
profesional.

Adapun posisi penulis di antara posisi dari karya, sebagaimana
tersebut dalam kajian pustaka di atas bahwa penulis memiliki kekhasan

yaitu:



No

Nama

Uswatun
Hasanah

Siti Nuryanti
Perwakafan
Tahun 1977
tanah wakaf di

Judul

Peranan wakaf untuk
mewwujudkan
Kesejahteraan Sosial
(Studi Kasus
Pengelolaan Wakaf di
Jakarta Selatan).
Penelitian ini menyoroti
Penerapan peraturan
pemerintah No. 28
Tahun 1977 Tentang
Perwakafan tanah di
Wilayah Jakarta Selatan,
Fungsi Nazhir Wakaf di
Jakarta Selatan,
Pemanfaatan tanah
wakaf di Jakarta Selatan
dan tanah wakaf
Muhammadiyah.

Peran Wakaf dalam
Pendidikan Islam Masa
Abbasiyah.

Deskripsi lembaga
pendidikan yang
didukung oleh wakaf,
pengelolaan wakaf
madrasah dan lembaga
pendidikan, wakaf
sebagai unsur
pembiayaan pendidikan

Rumusan masalah dan Tujuan
penelitian (objektif)

Bagaimana pengelolaan
wakaf yang ideal? dan
apakah wakaf berfungsi untuk
menyejahterakan masyarakat?

Bagaimana wakaf sebagai
dana sosial dan pembiayaan
Pendidikan dalam Islam ?
Dan esensi wakaf pada masa
/Abbasiyah.?

Pendekatan

Normatif
Sosiologis

Sosial
historis

Jenis
Penelitian

Kualitatif

Dokumentasi

Hasil yang merupakan
jawaban rumusan masalah dan
pencapaian tujuan penelitian

Dalam disertasinya lebih
menyoroti PP. No. 28 Tahun
1977 Tentang Perwakafan
Tanah Milik, ada dua bentuk
nazhir, nazhir kelompok
perseorangan dan nazhir
berbentuk kelompok

Dalam pola pengelolaannya,
masa Abbasiyah dana wakaf
diberikan kepada, syekh,
mudarris, fasilitas asrama
bagi mahasiswa . Sementara
masjid syekh, Imam
,muazzin, staf yang lebih
rendah yaitu mu’d dan mufid,
pelayanan beasiswa bagi

muridnya.
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Musthafa

Muhammad
Abid Abdullah
Al-Kabisi

Islam.

Sisi Hukum UU No. 41
Tahun 2004 dan PP. No.
A2 Tahun 2006. Sisi
Pembaruan Hukum Wakaf
di Indonesia(Studi
Analisis UU. No. 41
Tahun 2004 Tentang
Wakaf).

Peratuan perwakfan di
Indonesia.

Diskrpisi UU. No. 41
Tahun 2004 tentng Wakaf.
Metode pembaruan
Hukum dalam UU. No. 41
Tahun 2004 tentang
Wakaf

Metode Umum
Pembaruan Hukum
Keluarga Kontemporer.
Perubahan dan pengalian
harta bendawakaf .

A. Perlakukan terhadap
harta wakaf

B. Perwalian atas harta
wakaf

C. Gugatan wakaf dan
proses pembuktiannya
D. Ibdal dan istibdal.

Pembaruan wakaf apa saja
yang ada dalam UU. No.41
Tahun 2004 Tentang Wakaf
dan Metode pembaruan
hukumnya

Bagaimana orang-orang masa
klasik menyisihkan sebagian
harta yang mereka miliki.
Bagaimana mengopinikan
Pandangan Imam Hanafi
dalam hal wakaf.

Diskriptif
komperatif

Tekstual

Kualitatif
Dokumentasi

Normatif

Pembaruan mencakup
definisi, jenis harta benda
wakaf, perubahan dan
pengalihan selama untuk
kepentingan umum. UU
No. 41 Tahun 2004 dan PP.
No. 42 Tahun 2006 banyak
kepada metode the eclectic
expedient (takhayyur dan
talfiq) dan metode expedient
of administrative (siyasah
syari’ah).

Hal-hal yang dikritik dalam
UU. yang baru yaitu: 1.
Definisi boleh wakaf
sementara dan selamanya
2. PP. No. 28 Tahun 1977
hanya tanah wakaf tidak
bergerak. 3.

Bahasan disertasi ini karena
menyentuh soal pengalihan
dan penjualan aset wakaf
demikian juga masalah
accountability seorang nazhir
wakaf dan proses pemecatan.
la juga mengemukakan
bahwa mazhab Hanafiyah
paling toleran sebagaimana
tersebut di atas.

€



Bahrul Ma’ani

Optimalisasi
Pemanfaatan Tanah
Wakaf di Kota Jambi

1. Apayang menyebabkan
pemanfaatan tanah wakaf
belum optimal?

2. Bagaimana pemahaman
Hukum Islam tentang
pemanfaatan tanah wakaf
oleh Nazhir dan Wakif ?

3. Bagaimana problematika
pengelolaan tanah wakaf
di Kota Jambi?

Yuridis Normatif

Kualitatif

Kota Jambi, tanah wakaf
cukup luas, baik di posisi
strategis maupun non
strategis, ternyata tanah itu
tidak dapat dimanfaatkan
secara optimal, hal itu
disebabkan oleh:

1. Pemerintah sebagai
pengambil kebijakan tidak
berinisiasi untuk mengelola
dan memanfaatkan dengan
melibatkan sektor swasta dan
pengusaha. Tidak demikian
halnya Malaysia misalnya
yang menggandeng sektor
swasta untuk bekerja sama
dalam memanfaatkan aset
wakaf untuk menggerakkan
roda perekonomian. la
memanfaatkan wakaf dengan
cara melalui pengumpulan,
investasi, penanaman modal,
produksi, kemitraan,
perdagangan, agrobisnis,
pertambangan, perindustrian,
pengembangan teknologi,
pembangunan gedung,
apartemen, rumah susun,
pasar swalayan, pertokoan,
perkantoran, sarana
pendidikan, sarana kesehatan,
dan usaha lainnya.

2. Pemahaman Nazhir dan

ve



wakif terhadap perwakafan
sebatas sedekah jariyah,
yaitu berupa pemberian dari
seseorang yang pahalanya
dapat diperoleh secara terus
menerus. Jika demikian
halnya maka yang dilakukan
hanyalah untuk pembangunan
pisik berupa sarana ibadah. la
belum memahami bahwa
aktivitas wakaf mengandung
unsur ekonomi yang dapat
dikembangkan secara
produktif dan profesional
yang justeru dikelola dengan
inten sangat mendatangkan
manfaat yang lebih besar
untuk menyejahterakan
masyarakat.

3.KUA adalah pejabat yang
bersentuhan langsung dengan
aktivitas perwakafan yang
ada di kecamatan dan di
lapangan. Regulasi UU
Perwakafan No. 41 Th.2004
dan P.P. No. 42 Th. 2006
sebagai instrumen untuk
merealisasikan manfaat
wakaf yang lebih luas. Tetapi
ketika penulis mengisi materi
tentang wakaf di Kemenag
Kota Jambi, pihak KUA
sendiri yang semestinya
sebagai pejabat yang diberi

G¢



hak wewenang dan PPAIW
yang ditugaskan untuk
mengemban regulasi itu,
justeru tidak memahami
tentang isi atau materi
Undang-undang tersebut. Jika
demikian halnya bagaimana
mungKkin ia dapat
mensosialisasikan peraturan
dan perundang-undangan dan
memberikan pembekalan
kepada nazhir dan wakif
untuk mewujudkan wakaf
produktif dan profesional jika
mereka sendiri tidak
memahaminya. Oleh karena
itu penting sosialisasi
Undang-undang terhadap
stakeholders agar manfaat
wakaf dapat diperoleh secara
optimal.

9¢
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E. Kerangka Teori.

Teori Hukum Islam sebagai teori wakaf bersumber dari al-Qur’an dan
al-Hadis. Walaupun Al-Qur’an tidak spesifik menjelaskan tentang wakaf,
namun ada ayat yang dapat diselaraskan tentang pemberian, seperti sedekah,
infag, hibah. Hal itu dapat ditemukan pada Q.S. Ali-Imran [3]: 92, Q.S. Al-
Bagarah [2]: 267 dan 261, Q.S. Al-Hajj [22]: 77. Juga perbuatan Nabi yang
dinilai sebagai bentuk wakaf, yaitu berupa bangunan Masjid Quba dan Masjid
Nabawi di Madinah yang diserahkan pemanfaatannya untuk kegiatan ibadah
sosial bagi kaum muslimin.

Di masa sahabat, hadis yang secara spesifik menjelaskan tentang
wakaf, yaitu hadis “Shahih Bukhari dan Muslim”, hadi$ tentang dialog antara
Nabi dengan Umar yang pernah memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia
berkata: “Wahai Rasulullah apa yang engkau perintahkan padaku terkait tanah
tersebut. ”Rasulullah bersabda, “Apabila kamu menghendaki, kamu boleh
mewakafkan barang pokoknya, dan kamu menyedekahkan tanah tersebut.”
Maka, Umar menyedekahkan tanah itu dengan tanpa menjual, menghibahkan
dan mewariskan barang pokonya. Selain itu Umar pernah menyerahkan 100
buah anak panah dan menahan harta ghanimah, karena hal itu dinilai sebagai
bentuk-bentuk wakaf.

Pada konteks tersebut, perbuatan Umar dengan mewakafkan tanah yang
sifatnya permanen (benda tidak bergerak), dan anak panah atau ghanimah
sifatnya bergerak atau tidak permanen yang dikaitkan dengan perwakafan

tanah di Kota Jambi adalah untuk mewujudkan manfaat wakaf yang lebih dari
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sekedar spiritual, bahkan wakaf justeru dapat dikembangkan dan dimanfaatkan
secara ekonomi. Seperti wakaf ahli yang ada pada beberapa pondok pesantren
di Kota Jambi.

Berkenaan dengan hal itu, pemahaman pokok dari Syafi’i pada satu sisi
tidak menghendaki perubahan dalam bentuk apapun terhadap harta benda
wakaf, tetapi pada sisi lain Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang
kebolehan wakaf uang oleh Syafi’i, sebagaimana yang disebut Al -Mawardi:

a1l g piliall (o) LBy lsa b LA G2 )88 a3l 5909
“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf
dinar dan dirham (uang).”*

Bagi Syafi’i perpindahan hak milik atas barang yang telah diwakafkan
pada orang atau sisi tertentu dari pemiliknya Allah, karena Allah adalah
pemilik semua barang yang ada di langit dan di bumi secara hakiki. Jadi
maknanya ialah kepemilikan itu terlepas dari seseorang secara individu, dan
menjadi milik Allah secara majaz, bukan milik pewakaf atau penerima
wakaf.*’

Syafi’i yang selama ini dikenal seakan anti perubahan khususnya
terhadap harta benda wakaf, seperti stigma yang terjadi dalam masyarakat
Jambi. Tetapi penyebutan uang dirham dan dinar sebagai bukti bahwa Imam

Syafi’i membolehkan wakaf uang. Di Indonesia baru kemudian wakaf uang

* Lihat al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, terj. Muhammad Mathraj (Beirut: Dar al-Fikr,
1994), IX: 379.

" Wahbah Az-Zuhaily, Figih Imam Syafi’i, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet.ke-1 (Jakarta:
Al-Mahira, 2008), 1I: 358.



29

disahkan pada Tanggal: 28 Shafar 1423 H/ 1 Mei 2002 M melalui fatwa MUI
Nomor: Dt.i.111/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

Sebenarnya yang diinginkan oleh Syafi’i adalah ‘ain (zatnya) wakaf
tetap, tidak boleh hilang karena sudah menjadi milik Allah, tetapi hasilnya
yang dimanfaatkan selama untuk kepentingan umum dan ibadah atau
mendekatkan diri kepada Allah. Sangat keliru jika wakif dan nazhir
memahami, bahwa wakaf bagi Imam Syafi’i hanya mementingkan
pembangunan pisik, seperti masjid, langgar, TPU dan sosial, tetapi juga
wakaf uang. Hanya saja ia dikenal dengan ihtiyat yaitu sifat kehati-hatiannya
sehingga ia mengemukakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan telah
berpindah menjadi milik Allah. Baginya ada kekhawatiran terjadi
penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap harta benda wakaf jika
dilakukan perubahan atau alihfungsi, seperti kasus yang terjadi di Pondok
Pesantren Nurul Iman. Walaupun pada satu sisi di lembaga itu terjadi
penyimpangan akibat alihfungsi, tetapi pada sisi lain optimalisasi manfaat
dari tanah wakaf pondok pesantren Nurul Iman dapat tercapai, dan ternyata
manfaatnya lebih besar daripada dilakukan pembiaran dan pemubaziran.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) dalam teorinya
bahwa wakif dan nazhir harus memiliki pemikiran moderat dan dinamis,*®
mempunyai landasan agama dengan motivasi ikhlas. Karena itu ia bagian dari

49
l.

sifat valuntary dan an-Nawazil.” Bahkan dalam pandangannya yang moderat

*8 Fazlur Rahman, Al-Islam, terj. Ahsin Muhammad, cet. ke-5 (Bandung: Pustaka, 2003),
him. 157.

9 An-nawazil adalah bentuk plural dari kata nazilah. Kata tersebut secara bahasa artinya
jatuhnya sesuatu dan turunnya sesuatu. Adapun secara istilah adalah sesuatu yang baru dan terkini
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wakaf boleh dijual pada kriteria tertentu demi kemaslahatan dan menjauhi
kemudaratan dan mafsadah. Wakaf secara eksplisit tidak disebut dalam al-
Qur’an, karena itu sifatnya ijtihadi. Dengan fleksibelitasnya, objek wakaf
membutuhkan teori pertimbangan hukum syar’i untuk melihat antara manfaat
dan mafsadah. Apakah tidak berdosa ketika objek wakaf dibiarkan
terbengkalai dan rusak ketimbang dimanfaatkan secara optimal dengan cara
pengumpulan, kemitraan, investasi, penanaman modal, produksi,
perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan
teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan,
pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha
lainnya untuk kepentingan syiar Islam.

Dalam teori Ibnu Taimiyah bahwa harta benda boleh dijual apabila:
(a) Wakaf sudah tidak lagi memberikan manfaaat sesuai dengan tujuan wakaf,
misalnya pohon yang sudah layu dan tidak mungkin lagi berbuah, tikar-tikar
yang tidak mungkin lagi dimanfaatkan kecuali untuk dibakar, atau binatang
yang bila tidak disembelih tak bisa dimanfaatkan untuk keperluan apapun
kecuali dimakan. Tak syak lagi bahwa hal-hal seperti di atas merupakan
penyebab diperbolehkan menjadi wakaf khusus;® (b) Perabot-perabot,
permadani, kain-kain yang menyelimuti makam dan lain sebagainya, bila

masih mungkin dimanfaatkan dalam bentuk semula, tidak boleh dijual.

(kontemporer) yang membutuhkan kepada keputusan hukum syar’i. Lihat Khalid bin Ali Al-
Musyaigih, Figh Kontemporer, terj. Ibnu Rasyid, cet. ke-1 (Klaten: Inas Media, 2008), him. 13.

*® Menurut IbuTaimiyah, sesungguhnya yang menjadi pokok di sini guna menjaga
kemaslahatan, Allah menyuruh hambanya menjalankan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan”.
Lihat Ibnu Taimiyah, Fafawa al-Imam Ibnu Taimiyah fi al-Mu’amalat wa al-Ahkam al-Mali, cet.
ke-1 (Kairo: Dar al-Salam, 2005 M/1425 H), Ill: 1123-1124.
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Sementara bila tidak dibutuhkan, dan membiarkannya berarti menyia-nyiakan
dan akhirnya menjadi rusak, ia boleh dipergunakan di tempat lain yang
sejenis. Kalau tidak ada tempat lain seperti itu, atau ada tetapi tidak
membutuhkannya, ia bisa difungsikan untuk kepentingan umum. Sementara
bila tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan menjualnya, bila
menyimpannya berarti menyia-nyiakan atau membuatnya menjadi rusak,
maka ia boleh dijual, kalau hanya penjualannya digunakan untuk kepentingan
tempat tersebut, apabila tempat tersebut membutuhkannya. Tetapi bila tidak
membutuhkan, ia bisa digunakan untuk tempat lain yang serupa, dan bila
tidak ada pula, ia boleh digunakan untuk kepentingan umum.**

Menurut Ulama Hanafiyah, bila si wakif pada waktu mewakafkan
harus mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (nazhir) berhak
menukar, maka penukaran harta wakaf boleh dilakukan. Namun bagi Syekh
Muhammad al-Hasan “wakafnya sah, sedang syaratnya batal”. Selanjutnya
ila menjelaskan bahwa si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain
berhak menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil

manfaatnya, misalnya wakaf bangunan yang sudah roboh dan tidak ada yang

*! Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006, pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan status harta benda atau
peruntukan atau penggunaannya, kecuali setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama
berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di antara alasan pertimbangannya
ialah didasarkan pada perubahan fungsi yang sudah tidak relevan dengan tujuan wakaf yang
diikrarkan oleh wakif, atau karena kepentingan umum. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006 menentukan beberapa persyaratan dalam pertukaran harta benda wakaf sebagai
berikut :1. Harta benda penukar harus memiliki nilai dan manfaat, sekurang-kurangnya sama
dengan harta benda wakaf semula; 2. Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh
Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari tim penilai yang terdiri dari unsur: a. Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;c. Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota; d. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota; e. Nazhir yang bersangkutan.
Lihat. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun. 2006, pasal 49.
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membangunnya kembali, atau tanah yang tandus, maka dibolehkan menukar
harta wakaf dengan seizin hakim. Kemudian jika harta itu bermanfaat dan
hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar
dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama
Hanafiyah, berbeda dengan Abu Yusuf “boleh” menukarnnya karena lebih
bermanfaat bagi si wakif dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si

wakif %

Sementara Imam Malik membolehkan wakaf dilakukan perubahan,
namun tidak setuju dalam dua hal: (1) Apabila benda wakaf itu berupa
masjid; (2) Benda wakaf berupa tanah yang mempunyai hasil, tetapi apabila
sifatnya darurat, misalnya untuk perluasan masjid, kuburan, atau jalan raya
dan kepentingan umum hal itu dibolehkan.>®

Bagi lbnu Taimiyah, jika rumah yang ambruk atau kebun yang minim
hasilnya atau tidak produktif lagi. Kalau masih mungkin menyuburkannya,
sekalipun dengan jalan menyewakannya untuk beberapa tahun, maka itulah
yang musti dilakukan. Tetapi bila hal itu tidak mungkin dilakukan, maka
barang wakaf tersebut boleh dijual dengan syarat harus diganti dengan harga
hasil penjualan kepada benda yang baru untuk menggantikan posisinya.>*
Selanjutnya ia menjelaskan, apabila wakif mensyaratkan bahwa bila para

penerima wakaf bersengketa, atau barang wakaf hasilnya sedikit, atau

mensyaratkan hal-hal yang tidak menghalalkan atau sebaliknya tidak pula

%2 | jhat, Kementerian Agama RI., Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif
Strategis Di Indonesia (Jakarta: Kemenag RI, 2006), him. 66-67. Lihat juga Kementerian Agama
RI1., Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Kemenag RI, 2005), him. 19-20.

*¥ Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat F7 al- Wagf, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Fikri, 1971),
him. 161.

** Ibnu Taimiyah, Fafawa al-Imam Ibnu Taimiyah ff al-Mu’amalat ..., hlm. 995,
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mengharamkan maka hendaknya barang wakaf itu dijual saja. Namun jika
persengketaan di antara pengurus wakaf (nazhir) yang dikhawatirkan akan
menimbulkan korban jiwa atau harta, dan tidak mungkin diselesaikan kecuali
dengan menjual barang tersebut, atau tidak ada cara lain untuk meredam
pertikaian kecuali dengan cara ini, maka boleh dijual.®

Demikian juga dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang
rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan tersebut, maka
boleh dijual. Masjid ambruk, batu bata, papan, pintu dan seluruh bahan-
bahannya yang ada di dalamnya tidak bisa dihukumkan sebagai masjid, dan
tidak pula bisa dikategorisasikan sebagai kekayaan masjid yang diwakafkan
demi kepentingan masjid, dimana barang itu tidak bisa dijual tanpa adanya
alasan yang membolehkannya untuk dijual. Tetapi ia dihukum sebagai
barang-barang kekayaan masjid dan hasil-hasil wakafnya, persis seperti toko
yang disewakan, yang pelaksanaannya tergantung pada kemaslahatan yang
dipandang oleh pengurus wakaf, maka hal ini boleh dijual.56

Senada dengan itu, Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama
kontemporer terkenal menjelaskan kenapa diperlukan pembahasan dan
penelitian-penelitian baru mengenai persoalan al-mal (harta termasuk wakaf
dan zakat), menurutnya ada empat hal yang merupakan faktor kenapa
diperlukan pembahasan ulang dan baru mengenai masalah tersebut, yaitu: 1)
Hal itu membutuhkan formulasi baru seiring perubahan dan perkembangan

zaman, sementara formulasi-formulasi yang dihasilkan oleh ulama-ulama

% Ipid., him. 1025-1026.
% Ibid., him. 1136-1137.
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terdahulu dipandang cocok untuk kondisi zaman mereka; 2) Terdapatnya
masalah yang masih diperselisihkan oleh ahli-ahli fikih yang perlu ditarjihkan
sehingga ditemukan pendapat yang lebih kuat sebagai pegangan umat; 3)
Timbulnya persoalan-persoalan pada masa sekarang yang belum dikenal oleh
para ahli fikih pada masa lalu. Persoalan-persoalan itu memerlukan ketetapan-
ketetapan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dalam rangka
menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keragu-raguan yang timbul dalam
masyarakat; dan 4) Masih terdapatnya berbagai kesalahfahaman yang
ditimbulkan oleh kerancuan tradisi yang berlaku dalam masyarakat mengenai
pengertian dan implementasinya dalam harta.>

Perwakafan sangat urgen diformalasikan kembali sesuai dengan
kondisi kekinian, pandangan ulama klasik sesuai dengan zamannya tidak
sama dan kompleksitasnya dengan persoalan yang dihadapi oleh ulama
kontemporer seperti sekarang ini. Persoalan wakaf menjadi krusial ketika
dihadapkan dengan stigma negatif yang telah mapan dan terlabelisasi dalam
komunitas tertentu, seakan niat dan tindakan yang baik diterjemahkan dengan
isu-isu yang tidak baik. Tetapi bagi Yusuf Qardhawi tetap konsisten dengan
komitmennya bahwa al-mal perlu diaktualisasikan selaras dengan akselerasi
perkembangan IT.

Berkaitan dengan itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai revisi dari Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang hanya menfokuskan kepada benda

> yusuf Qardhawi, Figh al-Zakat, cet. ke-2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973),
him. 7- 8.
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tidak bergerak, seperti tanah, kebun, pertanian. Tetapi dalam Undang-undang
itu mengakomodir wakaf tidak bergerak dan bergerak untuk mewujudkan
wakaf produktif dan profesional. Ada 71 pasal dalam Undang-undang yang
baru mengatur tentang tata cara pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan
tanah wakaf secara optimal. Dalam Undang-undang perwakafan Pasal 5
wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda
wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan
umum.® Pasal 22 Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta
benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: (a) Sarana dan kegiatan ibadah;
(b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (c) Bantuan kepada fakir
miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (d) Kemajuan dan peningkatan
ekonomi umat, dan/atau; (¢) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang
tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.*

Di Jambi pada umumnya, fungsi tanah wakaf belum mewujudkan untuk
manfaat ekonomi dan memajukan kesejahteraan umum, kecuali pada
beberapa pondok pesantren yang disebut wakaf an/i Wakaf khairi atau
kebalikan dari wakaf aA/;, manfaat tanahnya hanya pada kepentingan ibadah
belum menyentuh aspek muamalah, kecuali masjid agung al-Falah milik
pemda.

Sebenarnya spirit Undang-undang itu, telah mengakomodir dari apa
yang telah dilakukan oleh para tokoh dan pemikir Islam. Seperti tindakan

Nabi tentang masjid Quba dan Masjid Nabawi; pandangan sahabat terhadap

%8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 5.
> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22.



36

wakaf tanah Umar di Khaibar dan 100 buah anak panah; Syafi’i tentang
bolehnya wakaf dinar dan dirham; lbnu Taimiyah, bolehnya menjual harta
benda wakaf pada pada saat-saat tertentu dan Yusuf Qardhawi tentang
formulasi baru harta atau al-mal (zakat dan wakaf), serta hukuman penjara
dan denda yang tegas bagi pelaku kriminalisasi wakaf yang sesuai pandangan
Syahrur® tentang haddul adna dan haddu/ a’la. Haddul adna mengenai
hukum moral dari masyarakat karena wakaf untuk kepentingan orang banyak
atau maslahah ‘am, hingga kepada haddul a’la bagi pelaku kejahatan diberi
sanksi 5 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000, sanksi 4 tahun penjara dan
denda Rp. 400.000.000, sanksi 3 tahun penjara dan denda Rp.300.000.000,
masing-masing dari pelaku yang sengaja menjamin, menghibahkan, menjual,
mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda
wakaf, kemudian orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda
wakaf tanpa izin, dan selanjutnya orang yang dengan sengaja menggunakan
atau mengambil fasilitas atau hasil pengelolaan dan pengembangan harta
benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan.

Namun hal tersebut belum terimplementasi karena Undang-undang juga
belum tersosialiasi apalagi jaraknya sangat jauh dari sumber informasi antara
jakarta dengan Jambi. Berbeda di Indonesia, di negara Malaysia, manfaat
tanah wakafnya lebih maju, karena pemerintah langsung memfasilitasi secara
manajemen perusahaan wakaf yang merupakan inisiasinya untuk

meningkatkan bisnis keuangan Islam di negara itu, yang diumumkan pada

8 Abdoel wasiek, blogspot.com/2113/04/teori-batas Muhammad Syahrur, diakses tanggal
30 Januari 2014.
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bulan September 2013 tahun lalu. Pemerintah Malaysia sedang melakukan
kajian terhadap wakaf dan mencari cara agar wakaf bisa dijalankan oleh
perusahaan swasta, bukan lembaga agama. Wakaf di Brunai juga
mengembangkan usaha-usaha ekonomi dan bisnis yang juga diinisiasi oleh
pemerintah yang secara pro aktif melakukan kerjasama dengan pihak-pihak
swasta untuk meningkatkan produktivitas harta benda wakaf.

Di Malaysia wakaf mengoperasionalkan projek-projek sosial seperti
rumah sakit, masjid, dan sekolah dengan sumbangan yang diterima dari umat
Islam dalam bentuk tanah, uang tunai, atau lainnya. Wakaf Malaysia
memegang 11.091 hektar lahan senilai RM 1,2 miliar, menurut Departemen
Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar). Pemerintah ingin memperkenalkan
manajemen perusahaan untuk meningkatkan tingkat pengendalian wakaf dan
efisiensi ekonomi mereka. Yayasan Wakaf Malaysia, bagian dari Jawhar,
sedang melakukan dua studi: pertama, meneliti pengembangan wakaf secara
umum; kedua, penelitian akan fokus pada perusahaan wakaf, subjek yang
telah menarik banyak minat perusahaan donor, kata Mohd Yusoh, pegawali
Jawhar **

Agaknya Pemerintah Malaysia dan Brunai terinspirasi dan
mengadopsi sistem manajemen wakaf yang ada di Mesir. Badan wakaf di
Negara itu menitipkan hasil harta wakaf di bank-bank Islam. Di samping itu,
Badan wakaf juga berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam, bekerja

sama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan

®1Bwi.or.id/index.php/berita-maimuna-109/101-pemerintah-malaysia-sedang-mengkaji-
tentang wakaf, diakses tanggal 30 Januari 2014.
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penting dan memanfaatkan lahan kosong agar menjadi produktif sehingga
menjadi profesional sangat bermanfaat kaum duafa’, fakir miskin, fasilitas
kesehatan dan obat-obatan.®?

Penelitian penulis tentang wakaf di Kota Jambi nazhir dan wakif
sebagai penanggung jawab, bergerak secara indvidual dan alami, tanpa ada
inisiasi dari pihak pemerintah untuk melakukan mitra kerja dengan pihak lain.
Mereka hanya mencatat dan melaporkan hasil rekapitulasi jumlah tanah
wakaf dan peruntukannya, yaitu madrasah, langgar, masjid TPU, sosial dan
tanah kosong. Nazhir dan wakif berkeja tidak optimal karena terkendala oleh
akademik dan skill serta imbalan yang diharapkan akibatnya ia malas
mengelola, maka manfaat tanah wakaf pun tidak optimal. Semua teori
tersebut mengerucut kepada upaya optimalisasi manfaat wakaf.

Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pengewajantahan dari teori hukum
Islam sebagai teori pokok, sementara teori magasid al-Syariah sebagai teori
pendukung yang dibangun oleh Al-Syatibi (w.790H/1388 M). Teori ini yang
dicari adalah kemaslahatan yaitu, kehadiran syariah untuk mewujudkan
kebaikan bagi umat manusia dan menolak kemudaratan bagi mereka, baik di
dunia maupun di akhirat. Wakaf prioritasnya adalah membangun maslahah
berdasarkan hifz al-mal dan hifz al-din, yaitu terjadinya korelasi antara
pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan wakaf untuk mewujudkan

kedua unsur material dan spiritual, yaitu kepentingan ibadah dan ekonomi

82 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Kemenag RI,
2004), him. 110.



39

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat menurut syariah. Tujuan khusus
maqasid al-syariah adanya keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang

merupakan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan.®®

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normatif. Pertama-
tama penulis menggali prinsip-prinsip yang ada hubungannya dengan wakaf
langsung dari al-Qur’an dan al-Hadis, pendapat para ulama dan Undang-
undang Perwakafan No. 41 Tahun 2004 dan PP. No. 42 Tahun 2006.

Berdasarkan teori yang penulis peroleh dalam kepustakaan, penulis
mulai meneliti di daerah penelitian, yakni Kota Jambi. Penelitian awal
dilakukan pada bulan Januari hingga Februari tahun 2010/2011. Kemudian
penelitian ini senantiasa diperbaharui dan di up date sampai 2013/2014 yang
juga dilakukan studi kepustakaan secara mendalam, kemudian disusun
rancangan penelitian atau penulisan. Rancangan penelitian ini disusun sesuai
dengan pokok permasalahan yang dikaji, dihubungkan dengan tujuan studi.
Berdasarkan rancangan yang disusun itu, selanjutnya dilaksanakan penelitian
di lapangan. Setelah itu penulis melakukan studi perbandingan dengan
yayasan pemeliharaan dan Perluasan Pondok Modern Gontor ke-12 Cabang

Jambi dan beberapa pondok pesantren yang dinilai produktif di Kota Jambi.

$Abu Ishak Al-Syatibi, al-Muwafagar fi Usil al-Syari’ah (Riyad: Maktabah Al-
Hadisah, t.t.), Il: 6.
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Adapun cara memperoleh data, penulis melakukan wawancara dan
pengamatan. Wawancara mendalam mirip dengan percakapan informal.
Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu dari semua
informasi, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri
setiap informan. Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan
pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah
saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat
wawancara.**

Wawancara di Kota Jambi mula-mula dilakukan dengan Kepala
Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kepala Seksi Urusan Agama Islam
dan kemudian dengan seksi wakaf, MUI, Kyai dan nazhir wakaf, pemangku
adat, pihak kelurahan, kecamatan, wakif, ahli waris, pegawai BPN, akte
notaris, pimpinan pondok pesantren, sebagian guru dan orang-orang yang
berkompeten terhadap harta benda wakaf. Seperti Pondok Pesantren Nurul
Iman, Pondok Pesantren Al-Jauharen, Pondok Pesantren Sa’adauddaren,
pondok Pesantren An-Nur Tangkit dan sekilas Yayasan Baiturrahim yang
dikenal dengan “Yayasan Akper” (Akademi Keperawatan) dan As’ad. Untuk
mempermudah kegiatan wawancara, penulis mempersiapkan pedoman
wawancara.

Untuk memperoleh data yang lebih luas mengenai pengelolaan wakaf,
penulis juga melakukan pengkajian dari berbagai literatur terutama untuk

mengakses pengelolaan tanah wakaf di berbagai negara, baik buku maupun

%*Deddy Mulyana, Methodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru llmu Komunikasi
dan llmu Sosial Lainnya (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2002), him. 181.
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IT, seperti pengelolaan tanah wakaf di Mesir, Arab Saudi, Yordaniah melalui
studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dan sarana pengumpulan data
yang dilakukan menyebabkan data yang diperoleh bersifat kualitatif. Bagi

Moleong,®® penelitian kualitatif®®

adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti
prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan
dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa. Analisa data kualitatif
tersebut dihubungkan dengan materi yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Rujukan pustaka yang dipergunakan mencakup tulisan para ahli, hasil-hasil
penelitian mengenai perwakafan, dokumen sejarah perwakafan, peraturan-
peraturan perundang-undangan yang pernah diberlakukan dan yang
diberlakukan saat ini. Karena kajian ini mengenai salah satu lembaga Islam,
maka rujukan utama al-Qur’an dan al-Hadis.

Selain metode itu menurut Antherton dan Klenmark, jenis penelitian

deskriptif dilakukan agar dalam penelitian diperoleh gambaran yang jelas

® Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: P.T. Remaja

Rosdakarya, 2006), him. 6.

® penggunaan metode penelitian secara sistematis agar penelitian ini mencapai sasaran
dengan tepat dan terarah, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana nilai moral
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian. Metode ini digunakan karena
permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Penelitian kualitatif
tidak menggunakan populasi, karena penelitian ini berangkat dari problem tertentu yang ada pada
situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan
ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Berkaitan dengan penelitian
kualitatif, pelacakan bahan-bahan penelitian baik perpustakaan maupun bibliografi dan
Katalog. Lihat H. Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi, dan
Implementasi, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), him. 174. Lihat Pramudya,
Hukum Itu Kepentingan (Salatiga: Sanggar Mitra Sabda, 2007), him. 10. Lihat juga Sugiyono,
Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, cet. ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2011), him.
216-292. Lihat H. Kaelani, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, cet. ke- |
(Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 62. Lihat juga Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian
Suatu Pendekatan Praktik, cet. ke-14 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), him. 21.
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mengenai subjek penelitian serta gejala yang ingin diteliti.®’ Jenis penelitian
deskriptif ini dipilih terkait dengan tujuan penelitian yang ingin
menggambarkan secara rinci mengenai pengelolaan dan pemberdayaan
wakaf yang teraplikasi dalam kinerja lembaga pondok pesantren.
2. Unit Analisis
Penelitian ini dilakukan di lingkungan wilayah Kota Jambi yang
memiliki tanah wakaf tradisional dan produktif.
a. Analisa Data
Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan analisis
kualitatif. Menurut Miles dan Huberman,”® analisa data kualitatif
mengandung tiga sub proses yang saling berkaitan, yaitu:

1) Reduksi data. Data yang ada direduksi sedemikian rupa sesuai dengan
kerangka konseptual, permasalahan penelitian, kasus dan instrumen
yang dipilih oleh peneliti. Dengan kata lain, data aktual yang
terkumpul baik berupa catatan lapangan, rekaman atau data lain
tersedia diseleksi dan diringkas sedemikian rupa sehingga menjadi
ringkasan data.

2) Langkah berikutnya adalah disply data yang didefinisikan sebagai
pengorganisasian dan pengkompresan kumpulan informasi yang
memungkinkan untuk penggambaran kesimpulan dan pengambilan

tindakan.

%7 lrawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1995), him. 35.

%8 Mattew B. Milesan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Ul Press,
1992), him. 20.
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3) Langkah terakhir adalah penggambaran dan verifikasi terhadap data

yang ditampilkan.

Pengumpulan data Penyajian data

Reduksi data N ]

Penarikan/Verifikasi

Gambar 1

Bagan Analisa Data Model Interaktif

Adapun nalar logis untuk memahami metode penelitian dalam
disertasi ini berdasarkan permaslahannya, pembahasannya sebagaimana

pada bagan berikut:



Tehnik

Nazhir dan Wakif
2

3. Bagaimana
problematika
pemanfaatan
tanah wakaf di
Kota Jambi?

nazhir dan ahli waris dari
tanah wakaf pondok yang
dimanfaatkan secara
optimal karena bergerak
dibidang ekonomi dan
bisnis yang disebut
wakaf ahli. Sementara
Wakaf non produktif
adalah wakaf khairi yang
peruntukannya untuk
umum dan
pemanafaatannya hanya
bersifat spiritual.

Agama Kota Jambi, Kepala
Seksi Urusan Agama Islam
Seksi Peny. Zakat dan wakaf
Kemenag Kota dan nazhir.
Wawancara dengan
pemangku adat, pihak
kelurahan, kecamatan, wakif,
ahli waris, pegawai BPN,
akte notaris, MUI, Kyali,
nazhir secara umum dan
orang-orang yang
berkompeten terhadap harta
benda wakaf. Juga
wawancara kepada pimpinan
dan para guru-guru

memuat garis
besar yang akan
ditanyakan.
Tentu saja
kreativitas
pewawancara
sangat
diperlukan,
bahkan hasil
wawancara
dengan etnis
pedoman ini
lebih banyak
tergantung dari
pewawancara.

Reduksi data. Data
yang ada direduksi
sedemikian rupa
sesuai dengan
kerangka
konseptual,
permasalahan
penelitian, kasus
dan instrumen
yang dipilih oleh
peneliti. Dengan
kata lain, data
aktual yang
terkumpul baik
berupa catatan

dengan wakaf
langsung dari
al-Qur’an dan
al-Hadis serta
pendapat para
ulama yang
sesuai dengan
kedua nas
tersebut.
Selanjutnya
UU. No. 41
Th.2004/PP.
No. 42 Th.
2006.

Permasalahan Data yang dibutuhkan Sumber data Pengumpulan Tehnik Analisa Pendekatan Teori
data Data
Masalah pertama Tradisi masyarakat, pola Kyai, tokoh pendiri pondok Wawancara,
karakter tanah hubungan wakaf pondok | pesantren tokoh masyarakat, dokumentasi Analisis Yuridis Teori
wakaf di Kota pesantren, masyarakat, kepala madrasah, Guru, dan observasi Paradigmatik Normatif Hukum Islam
Jambi. Kyai pengelola yayasan, alumni.

1. Apa yang Data dari Kemenag Wawancara mendalam Melakukan Data yang Penelitian ini  [Teori Hukum
menyebabkan tentang rekapitulasi data | bersifat luwes, susunan pedoman terkumpul dalam menggunakan |Islam sebagai
pemanfaatan wakaf dari 2009-2013 pertanyaannya dan susunan | wawancara. Ada | penelitian ini pendekatan teori pokok dari
tanah wakaf disesuaikan dengan data kata-kata dalam setiap dua macam dianalisa dengan normatif wakaf bersumber
belum optimal? yang ada di lapangan. pertanyaan dapat diubah saat | pedoman analisis kualitatif. yuridis, dari Al-Qur’an

2. Bagaimana Peran nazhjr dan wa_lkif wawancara, disesuaikan wawancara:1. Menurut Miles Qan Pertar_na—tama dan Al-Hadis.
pemahaman apak_ah_ aktif atau tidak. denggn_ kebutuhan dan Pedoman Huberma_n, qnallsa penulis _ Walaupun Al-
Hukum Islam Selainitu, ada beperapa kondisi saat wawancara. wawancara data kualitatif me_:ng_gall - Qur'an tidak
tentang pond(_)k pesantren di Kota Wawancara Q| Kota Jambi tld_ak terstruktur, | mengandung 3 _sub prinsip-prinsip [spesifik
pemanfaatan Jambi yang mana kyai mula-mula dilakukan den_gan yaitu pedoman proses yang galmg yang ada menjelaskan
tanah wakaf oleh sebagai mudir merangkap | Kepala Kantor Kementerian | yang hanya berkaitan, yaitu: hubungannya tentang wakaf

yang berkaitan
dengan namun
ada ayat yang
dapat
diselaraskan
tentang
pemberian,
seperti sedekah,
infaq, hibah.
Seperti, Q.S. Ali-
Imran [3]: 92,
Q.S. Al-Bagarah
[2]: 267 dan 261,
Q.S. Al-Hajj [22]:
77. Juga

4%



pengelola tanah wakaf yang
marangkap sebagai nazhir
pondok pesantren yang ada
di Kota Jambi terutama
pesantren yang memiliki
wakaf produktif, seperti
Pondok Pesantren Nurul
Iman, Pondok Pesantren Al-
Jauharen, Pondok Pesantren
Sa’adatuddaren, pondok
Pesantren An-Nur Tangkit,
dan sekilas juga tentang
Yayasan Baiturrahim yang
lebih dikenal dengan
“Yayasan Akper” (Akademi
Keperawatan). Untuk
mempermudah kegiatan
wawancara, penulis
mempersiapkan pedoman
wawancara.

Pewawancaralah
sebagai
pengemudi
jawaban
responden. Jenis
interview ini
cocok untuk
penelitian kasus.
2. Pedoman
wawancara
terstruktur, yaitu
pedoman
wawancara yang
disusun secara
terperinci
sehingga
menyerupai
check-list.
Pewawancara
tinggal
membutuhkan
tanda v (check)
pada nomor
yang sesuai.

lapangan, rekaman
atau data lain
tersedia diseleksi
dan diringkas
sedemikian rupa
sehingga menjadi
ringkasan data.
Langkah
berikutnya adalah
disply data yang
didefinisikan
sebagai
pengorganisasian
dan
pengkompresan
kumpulan
informasi yang
memungkinkan
untuk
penggambaran
kesimpulan dan
pengambilan
tindakan.

Langkah terakhir
adalah
penggambaran dan
verifikasi terhadap
data yang
ditampilkan.

perbuatan Nabi
berupa bangunan
Masjid Quba dan
Masjid Nabawi,
bentuk wakaf.
Masa sahabat,
hadis  wakaf
tanah di khaibar,
berupa perbuatan
Umar. la juga
pernah
menyerahkan 100
buah anak panah
dan menahan
harta ghanimah
sebagai bentuk
wakaf. Demikian
pemahaman
pokok Syafi’i
pada satu sisi
tidak
menghendaki
perubahan, tetapi
pada sisi lain
sebagaimana
yang disebut Al —
Mawardi, Syafi’i
membolehkan
wakaf uang.
'Yang kemudian
wakaf uang
disahkan pada
Tanggal: 28

Shafar 1423 H/ 1

117



Mei 2002 M
melalui fatwa
MUI Nomor:
Dt.i.I11/5/BA.03.2
2772/2002,
tanggal 26 April
2002. Selanjutnya
Ibnu Taimiyah
menjelaskan
bahwa harta
benda boleh
dijual apabila:
\Wakaf sudah
tidak lagi
memberikan
manfaat sesuai
dengan tujuan
perwakafannya.
Selain itu, bagi
'Yusuf Qardhawi
pentingnya
penelitian baru
mengenai
persoalan al-mal
(harta wakaf dan
zakat),
menurutnya ada
empat hal, yaitu:
1) perlu formulasi
baru seiring
perubahan dan
perkembangan
zaman; 2) ada
masalah yang
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masih
diperselisihkan
oleh ahli-ahli figh
yang perlu
ditarjihkan; 3)
Timbulnya
persoalan-
persoalan pada
masa sekarang
yang belum
dikenal oleh para
ahli fikih pada
masa lalu yang
memerlukan
ketetapan yang
mampu
memberikan
kepastian hukum
dalam rangka; 4)
Masih
terdapatnya
berbagai kesalah
fahaman yang
ditimbulkan oleh
kerancuan tradisi
yang berlaku
dalam
masyarakat.
Karena itu UU
Perwakafan
No.41 Th. 2004
dan PP. No. 42
Tahun 2006
Seperti Pasal 4

Ly



tentang manfaat
ekonomis dan
Pasal 22 tentang
peruntukannya,
terutama wakaf
ahli dan khairi.
Demikian
Syahrur tentang
haddul adna dan
haddul a’la.
Haddul adna’
mengenai sanksi
moral dari
masyarakat bagi
pelaku
penyelewengan
harta benda
wakaf, karena
untuk
kepentingan
umum.
Sementara
haddul a’la bagi
pelaku kejahatan
sebagaimana
disebutkan dalam
pasal 67.

Namun demikian
wakaf berfungsi
oprimal Berbeda
Indonesia negara
Malaysia,
manfaat tanah
wakafnya lebih
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maju, karena
pemerintah
langsung
memfasilitasi
secara
manajemen
perusahaan wakaf
yang merupakan
inisiasinya untuk
meningkatkan
bisnis keuangan
Islam di negara
itu, yang
diumumkan pada
bulan September
2013 tahun lalu.
Pemerintah
Malaysia sedang
melakukan kajian
terhadap wakaf
dan mencari cara
lagar wakaf bisa
dijalankan oleh
perusahaan
swasta, bukan
lembaga agama.
Di Brunai wakaf
juga dikembang-
kan melalui
usaha-usaha
ekonomi dan
bisnis yang juga
diinisiasi oleh
pemerintah.
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G. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini ditulis dalam lima bab. Bab pertama, (pendahuluan) yang
merupakan pengantar dan pemandu penelitian, terdiri dari beberapa sub-sub,
yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, (konsep wakaf menurut Islam) dimaksudkan sebagai
pengantar kepada realitas praktik wakaf yang berlangsung di Jambi yang terdiri
dari terminasi dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf,
mengetengahkan pemahaman wakaf yang sesungguhnya, baik yang
dikemukakan oleh para ulama dan Undang-undang tentang perwakafan,
maupun urgensi manajemen dalam pengelolaan wakaf tanah dan sejarah
pengelolaan tanah wakaf.

Bab ketiga, (problematika perwakafan di Kota Jambi) lebih lanjut
membahas tentang demografi Kota Jambi, kilas balik perwakafan di Kota
Jambi, profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf di Kota Jambi, posisi
ahli waris dalam perwakafan di Kota jambi.

Bab keempat, (Tata Kelola Wakaf di Kota Jambi) lebih lanjut juga
membahas tentang wakaf sosial keagamaan di Kota Jambi, Alih fungsi Tanah
Wakaf di Kota Jambi, Negara dalam Penegakan Perwakafan dan Paradigma
Baru Perwakafan sebagai Solusi

Bab kelima, sebagai kesimpulan yang menjadi bagian terakhir dari

penyajian ini, sebagai penutup disertasi yang terdiri dari kesimpulan yang



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Tampaknya tanah wakaf terdapat cukup luas di wilayah Kota Jambi,
baik yang terletak dilokasi strategis di pinggir jalan maupun letaknya non
strategis, ternyata tanah-tanah itu tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, hal
itu disebabkan oleh beberapa hal:

1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak berinisiasi untuk
memberdayakan tanah wakaf dengan melibatkan sektor swasta dan
pengusaha untuk mengelolanya tanah-tanah yang selama ini terabaikan
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak seperti negara lain,
katakanlah Malaysia yang menggandeng sektor swasta untuk bekerja sama
dalam memanfaatkan sejumlah besar aset tanah wakaf yang dapat
menggerakkan roda perekonomian melalui pengumpulan, investasi,
penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis,
pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan
gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran,
sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha lainnya.

2. Pemahaman nazhir dan wakif terhadap perwakafan sebatas sedekah jariyah,
yaitu berupa pemberian dari seseorang yang pahalanya dapat diperoleh
secara terus menerus. Jika demikian halnya maka yang dilakukan hanyalah
untuk pembangunan pisik berupa sarana ibadah. la belum memahami bahwa
aktivitas wakaf mengandung unsur ekonomi yang dapat dikembangkan

secara produktif dan profesional yang justeru jika dikelola dengan intent
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sangat mendatangkan manfaat yang lebih besar untuk menyejahterakan
masyarakat.

3. KUA adalah pejabat yang bersentuhan langsung dengan aktivitas
perwakafan yang ada di kecamatan dan di lapangan. Regulasi Undang-
Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 sebagai instrumen untuk merealisasikan manfaat
wakaf yang lebih luas. Tetapi ketika penulis mengisi materi tentang wakaf
di Kemenag Kota Jambi, pihak KUA sendiri yang semestinya sebagai
pejabat yang diberi hak wewenang dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) yang ditugaskan untuk mengemban regulasi itu, justeru tidak
memahami tentang isi atau materi Undang-undang tersebut. Jika demikian
halnya bagaimana mungkin ia dapat mensosialisasikan peraturan dan
perundang-undangan yang seharusnya memberikan pembekalan kepada
nazhir dan wakif untuk mewujudkan wakaf produktif dan profesional, jika
mereka sendiri tidak memahaminya. Oleh karena itu sangat urgen sosialisasi
Undang-undang terhadap stakeholders agar manfaat wakaf dapat diperoleh

secara optimal.

B. Saran-saran
Dari kajian dan paparan tersebut, dapat dikemukakan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Untuk memajukan perwakafan di Jambi, peran nazhir sangat urgen
mengangkat nazhir yang memiliki rekrutmen SDM sehingga wakaf menjadi

sumber ekonomi masyarakat.



283

2. Pengelolaan wakaf tidak semata-mata berpedoman kepada Undang-Undang
Perwakafan, tetapi konsistensi dan political will pemerintah dan para
stakeholders pun penting untuk mewujudkan wakaf produktif dan
profesional untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Yang tidak kalah pentingnya adalah kehadiran BWI ditingkat Provinsi
Jambi, walaupun BWI Kota telah terbentuk, untuk mengimplementasikan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006 untuk terwujudnya wakaf produktif yang profesional. Dan
mberikan pemahaman, pengetahuan dan pembekalan tehnik terutama yang
berkaitan dengan kelengkapan administrasi berbasis IT agar tanah wakaf

dapat diberdayakan secara profesional.
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